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Abstrak

Mahkamah konstitusi adalah lembaga yang berwenang dalam mengadili dan
menyelesaikan hasil sengketa pilkada sesuai pasal 24C (ayat) 1 Undang Undang
Dasar Negara Tahun 1945. Pada sengketa pilkada kota Tangerang Selatan 2020
dengan gugatan No 115/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan pasangan calon
Walikota dan wakil walikota dengan nomor urut 1 yaitu Muhammad - Rahayu
saraswati, mahkamah konstitusi pada putusannya menolak permohonan gugatan
karena dinilai tidak memiliki kedudukkan hukum dan dalil yang di ajukan pemohon
tidak relevan dengan hasil perolehan hasil suara yang sah. Tujuan dari penulisan ini
adalah untuk mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili
sengketa pemilihan kepada daerah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pasal 24C
(ayat) 1 Undang Undang Dasar Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus putusan MK Nomor
115/PHP.KOT-X1X/2021. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah
melalui secara prespektif dengan menggunakan metode yuridis normatife dengan
pencatatan kasus, maksudnya, data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan
peraturan perundang-undangan di rangkai secara sistematis sebagai sususan fakta-
fakta hukum dalam mengkaji, menganalisis Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-
XIX/2021. Hasil penelitian yang di dapat adalah penerapan dan implikasi
kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa pemilu di kota
Tangerang Selatan sudah sesuai dengan dengan pasal 24C (ayat) 1 UUD 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada.

Abstract
The Constitutional Court is the institution authorized to adjudicate and settle the
results of regional election disputes in accordance with Article 24C (paragraph) 1 of
the 1945 Constitution. In the 2020 South Tangerang regional election dispute with
lawsuit No. 115/PHP.KOT-XI1X/2021 proposed by candidate pairs The mayor and
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deputy mayor with serial number 1, namely Muhammad - Rahayu Saraswati, the
constitutional court in its decision rejected the lawsuit because it was considered to
have no legal standing and the arguments submitted by the applicant were irrelevant
to the results of the valid votes. The purpose of this paper is to determine the
authority of the constitutional court in adjudicating electoral disputes to the regions
in South Tangerang City based on Article 24C (paragraph) 1 of the 1945
Constitution. The research method used is normative juridical, where the object of
the research is legislation and regulations. the decision of the Constitutional Court
Number 115/PHP.KOT-X1X/2021. The data analysis technique carried out by the
researcher is through a perspective using the normative juridical method with case
recording, that is, general data, legal principles, doctrines, and statutory regulations
are systematically arranged as a composition of legal facts in reviewing , analyzing
the Constitutional Court Decision Number 115/PHP.KOT-XI1X/2021. The results of
the research obtained are the application and implications of the authority of the
constitutional court in adjudicating election disputes in the city of South Tangerang
in accordance with Article 24C (paragraph) 1 of the 1945 Constitution. The
Constitutional Court has the authority to examine laws against the 1945 Constitution
of the Republic of Indonesia; decide on disputes over the authority of state
institutions whose authority is granted by the Constitution.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Regional Head Election Dispute.

. Latar Belakang Masalah

Sengketa pemilukada merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih
yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)
bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidak jelasan
berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali Kota.
Permasalahan lain yang juga menjadi urgensi penting dalam setiap pelaksanaan
Pemilukada adalah munculnya sengketa atau perselisihan terhadap hasil pemungutan
suara pemilu yang harus diputuskan melalui jalur hukum. Sebelumnya sengketa
Pemilukada ini merupakan wewenang yang dipegang oleh Mahkamah Agung dalam
memutus sengketa  untuk pemilihan gubernur, sementara untuk pemilihan
Bupati/Walikota diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah
hukumya. Namun seiring perkembangan dan kemunculan Undang-Undang No. 12
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan tersebut beralih ke
Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil amandemen ke
tiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
Setelah melalu proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya
ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST)
MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka
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Indonesia menjadi negara ke78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama
pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman?.

Beragam putusan terkait dengan sengketa pemilukada telah dikeluarkan oleh
MK, salah satu contoh putusan yang telah dikeluarkan MK terkait dengan sengketa
pemilukada yaitu putusan sengketa pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2020
dengan nomor: 115/PHP.KOT-XI1X/2021, dalam putusan tersebut MK menolak
permohonan dari pemohon.

Melalui sedikit gagasan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan kasus perselisihan hasil
pemilihan Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. Maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul kewenangan mahkamah konstitusi dalam
mengadili sengketa pemilihan kepala daerah di kota tangerang selatan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kewenangan mahkamah
konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah di kota Tangerang
Selatan pada tahun 20207
. Metode Penelitian

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui secara prespektif
dengan menggunakan metode yuridis normatife dengan pencatatan kasus,
maksudnya, data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-
undangan di rangkai secara sistematis sebagai sususan fakta-fakta hukum dalam
mengkaji, menganalisis Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-X1X/2021.

. Tinjauan Pustaka

Fajar Kuala Nugraha, Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa
Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), dalam tulisannya mendiskusikan mengenai peran
sentral MK dalam sengketan pemilukada. MK sebagaimana diatur dalam UU diberi
kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketan dalam pemilukada. Bahkan,
MK memiliki peran penting. Dikatakan demikian karena keputusan merupakan
keputusan terakhir dan final. Itu artinya, keputusan MK merupakan keputusan
terakhir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh partai politik, gabungan partai politik
maupun calon perseorangan. Karena itu apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh
MK harus diterima oleh semua pihak. Sinilah letak kekuatan MK dalam memberikan
putusan.?

Ahmad Rusidi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menunjukkan
Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk memutus perselisinan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No.

1 MD Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: LP3ES,
2006), 37.

2 Fajar Kuala Nugraha, “Peran Mahkamah Konstitusi ( MK ) Dalam Sengketa Pemilu Kepala
Daerah ( Pilkada ),” Jurnal Transformative 2 (2016): 58-74.
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24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan
tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata
cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada
telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada. Ketentuan Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara Yyang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik;
dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.?

. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Perkara perselisihnan pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang
Selatan Provinsi Banten Tahun 2020 yang di mohon kan Drs H. Muhammad M,Si
dan Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo tertuang dalam putusan Mahkamah
Konstitusi No 115/PHP.KOT-XI1X/2021. Pemohon adalah calon walikota dan
walikota no urut 1. Melalui para kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan
dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke
Kepaniteraan MK pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Perkara Nomor
115/PHP.KOTXI1X/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Dalam permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal yang menjadi
dasar permohonan mereka, yaitu: proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang
Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan
penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dengan fakta
[Vide Putusan MK Nomor 115/PHP.KOTXIX/2021 hal.152 ]:

a. Penyaluran dana Baznas digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pasangan
calon (Paslon) nomor urut 3 di 54 kelurahan pada 7 kecamatan di Kota
Tangerang Selatan yang digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pihak
Paslon nomor urut 3 oleh Wali Kota Petahana;

b. Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan Paslon
nomor urut 3;

c. Termohon/Penyelenggara dalam hal ini KPUD Tangerang Selatan terlibat
langsung dalam pemenangan Paslon nomor urut 3, yang mana menurut
pemohon terdapat 280 orang angota kpps terlibat langsung sebagai tim sukses
Paslon nomor urut 3;

¥ Ahmad Rusidi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,” No. 4 (2018).
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d. Money politic yang dilakukan oleh tim kampanye/pendukung Paslon nomor
urut 3 yang dilakukan oleh pendukung Paslon Nomor 3 atas nama Muhammad
Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga
pemilih sebagaimana telah pula diputuskan dalam Peradilan Pidana terbukti
bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng
yang putuskan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2020,
sedangkan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. Pilar Saga Ichsan
melakukan money politic dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang
kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutera Kecamatan Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan.

2. Pertimbangan Hakim
Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama

Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu

serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta yang

terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan [Vide Putusan MK

Nomor 115/PHP.KOTXIX/2021 hal. 152-154] sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan penggunaan dana Baznas oleh Walikota Petahana yang
ditujukan untuk pemenangan Pihak Terkait adalah hal yang tidak dapat
dibuktikan kebenarannya. Kegiatan pembagian dana Baznas berupa santunan
kepada anak yatim, merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam
rangkaian acara hari ulang tahun oleh pemerintah daerah Kota Tangerang
Selatan setiap tahunnya. Adapun kegiatan pembagian dana Baznas yang
dilakukan secara berbeda dengan membagikannya di masing-masing kelurahan
sehingga terjadi keterlibatan lurah dan Airin Rachmi Diany sebagai Walikota
Petahana, semata dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan dan
pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Terhadap
kegiatan pembagian santunan anak yatim ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan
telah melakukan pengawasan dengan hasil tidak ditemukannya pelanggaran
pemilihan, sedangkan dana santunan ini bersumber dari infak sedekah terikat
periode bulan April - Juli 2020 dari pegawai Pemerintahan Kota Tangerang
Selatan dan masyarakat umum dalam rangka program penanganan pandemi
Covid-19. Selain itu, Bawaslu juga telah menindaklanjuti laporan terkait
kegiatan pembagian dana Baznas dimaksud dengan berkoordinasi bersama
Sentra Gakkumdu, selanjutnya setelah melakukan pembahasan kedua, Bawaslu
dan Sentra Gakkumdu sepakat untuk menghentikan laporan tersebut karena
tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan;

b. Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya
pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Saidun sebagai Lurah
Kelurahan Benda Baru Pamulang, Moh. Sidik, S.IP sebagai Sekretaris Lurah,
P1’1 Sapi’l sebagai guru SDN Kelurahan Serua 01, dan ASN di Puskesmas dan
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PPK Pondok Kacang Barat, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang
Selatan berdasarkan laporan yang masuk dengan meneruskan rekomendasinya
kepada Komisi ASN dan telah memperoleh balasan dari Komisi ASN bahwa
rekomendasi Bawaslu tersebut telah dilaksanakan. Adapun, terhadap kejadian
adanya surat dari 3 RW yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait,
setelah Bawaslu menindaklanjuti laporan tentang hal tersebut telah ternyata
tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan
status dugaan pelanggaran tersebut;

c. Bahwa terhadap keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait,
hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sebaliknya Termohon telah
mengupayakan perekrutan petugas KPPS secara transparan dengan persyaratan
yang ketat. Selain itu, Bawaslu berdasarkan hasil pengawasannya telah
mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon pada tanggal 30 November 2020
yang meminta agar Termohon memberikan perhatian lebih kepada TPS rawan
dan memeriksa sejumlah 266 nama Ketua RT/RW yang diduga menjadi tim
pemenangan pasangan calon dan mempertimbangkan kembali agar nama yang
direkomendasikan Bawaslu tersebut untuk tidak terlibat sebagai petugas KPPS.
Atas rekomendasi tersebut Termohon menyampaikan surat yang pada
pokoknya jika dikemudian hari terbukti bahwa nama yang direkomendasikan
Bawaslu tersebut melakukan pelanggaran, Termohon akan melakukan
pemberhentian nama-nama yang bersangkutan; Bahwa terhadap pemilih
menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama di TPS15
Kelurahan Ciater serta pemilih yangmenggunakan Formulir C. Pemberitahuan-
KWK orang lain hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak
adanya Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan - KWK;

d. Bahwa terkait money politics yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait,
hal tersebut telah ditindaklanjuti olen Bawaslu dan telah diputuskan oleh
Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor
2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 30 November 2020.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk
menyimpangi ketentuan.

Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon
sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada
relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan
lanjutan dengan agenda pembuktian.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Sengketa Hasil Pilkada Pada

Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XI1X/2021 tentang Perkara Perselisihan
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Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten Tahun 2020

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga kehakiman yang
menjunjung tinggi penegakan hukum serta keadilan harus menjadikan hukum
mempunyai relevansi yang kuat dengan keadilan. Hal ini mengingat, sifat putusan
Hakim MK yang final sehingga dalam memutuskan MK harus mengutamakan
nilai-nilai keadilan. Sifat Putusan MK yang final, menjadikan MK sebagai
lembaga yang Superbody, dimana MK memilki kekuasaan kelembagaan yang
besar. Hakim dalam memutuskan suatu sengketa atau perkara tidak hanya manjadi
terompet Undang-Undang semata, akan tetapi seidealnya putusan tersebut sudah
memperhatikan kesadaran hukum serta realitas di masyarakat. Oleh karenanya MK
harus bisa memberikan Putusan yang seadil-adilnya4. MK pada tahun 2020
menerima salah satu permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang diregistrasi dengan Nomor
115/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 18 Januari 2020, pembacaan putusan yang
dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya Menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima, menurut pertimbangan hukum Para
Hakim, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020,
namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, yang menyatakan :

(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan suara dengan ketentuan:

(Huruf d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000
(satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah
hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena perolehan suara Pemohon
adalah 205.309 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara
terbanyak adalah 235.734 suara, sehingga perbedaan perolehan suara adalah
30.425 suara (5.28%) atau lebih dari 0,5% [Vide Putusan MK Nomor
115/PHP.KOTXI1X/2021 hal. 156-157] .

Asumsi pemohon terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pilkada yang
bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan dukungan alat-alat bukti,
merupakan bagian dari materi yang ditelaah atau diteliti kebenarannya, sisi
rasionalitasnya, atau obyektifitasnya, yang membuat keyakinan hakim Mahkamah
Konstitusi ikut terkonstruksi dalam memberikan kesimpulan, namun pada fakta

4 Muhamad Sofian, “Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Php.Bup-Xv/2017,” Media of Law and Sharia 1, no. 3 (2020): 133-
50, https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9193.
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nya dipersidangan asumsi dari pemohon yang menyatakan bahwa tejadinya
pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM tidak terdapat alasan untuk menyimpangi
ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum
Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan.

Sebenarnya, apa kriteria dari TSM itu sendiri? Berdasarkan pertimbangan
hukum dalam beberapa Putusan MK, pelanggaran yang bersifat terstruktur
dimaksudkan pada pelanggaran yang dilakukan secara struktural dan berjenjang,
baik oleh aparat penyelenggara Pemilu maupun aparat pemerintahan. Pelanggaran
ini dilakukan secara kolektif, bukan pelanggaran yang sifatnya individual atau
perseorangans.

Sementara itu, pelanggaran yang bersifat sistematis berarti pelanggaran yang
telah direncanakan atau didesain terlebih dahulu, baik secara sederhana maupun
kompleks. Pelanggaran yang sifatnya insidentil atau spontan tidak termasuk dalam
kriteria ini. Kemudian, pelanggaran yang bersifat masif diartikan sebagai
pelanggaran yang memiliki dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang
bersifat sporadis atau acak (random).

Pelanggaran TSM yang dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada ini ada
yang harus dibuktikan ketiga sifat pelanggarannya secara kumulatif, atau cukup
secara alternatif terhadap salah satu kriterianya saja. Namun demikian, baik
kumulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap pelanggaran yang TSM harus
memiliki unsur signifikan. Artinya, pelanggaran tersebut memiliki signifikansi
terhadap perubahan peringkat perolehan suara atau kursi dan/atau keterpilihan bagi
pasangan calon presiden dan wakil presiden, kepala daerah, atau calon anggota
legislatif. Apabila tidak terbukti signifikan, MK bisa saja menyatakan pelanggaran
memang ada dan terbukti, namun tidak sampai membatalkan ketetapan KPU
karena diyakini tidak akan memengaruhi hasil perolehan suaranya secara
signifikan. Sehingga, seandainya pun harus dilakukan pemungutan atau
penghitungan suara ulang, tetap tidak akan bisa mengubah peringkat perolehan
suara atau keterpilihan seseorang.

Apabila ditinjau dari dalil permohonan Pemohon hingga bukti-bukti yang
diajukan pemohon pada pemohonan peselisihan hak pemilihan walikota dan wakil
walikota Tangerang Selatan tahun 2020, bahwa unsur TSM yang didalilkan para
pemohon baik secara komulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap TSM
tidak memiliki unsur yang signifikan, artinya meskipun pelanggaran yang
didalilkan pemohon memang ada namun hakim Mahkamah meyakini tidak akan
memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan, karena diketahui perolehan
suara antara pemohon dengan Paslon suara tertinggi memiliki perbedaan perolehan
suara yang sangat signifikan, sehingga Putusan Mahkamah dalam permohonan ini
sangatlah tepat mengingat MK lebih mengedepankan amanat Undang-Undang
(konsep keadilan prosedural) dan tidak menjadi lembaga kehakiman yang

> Pan Mohamad Faiz, “Mantra Terstruktur, Sistematis Dan Masif, Ruang Konstitusi Nomor
147,” in Edisi Mei 2019, 74.
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mengedepankan keadilan Subtansif, yang mana menurut konsep keadilan
prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu
mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam UU. Jika hakim memutus di luar ketentuan
undang-undang bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian
yang sudah ditentukan oleh UU. Yang dikatakan adil di dalam keadilan prosedural
itu adalah apabila putusan hakim diletakkan pada aturan-aturan resmi yang ada
sebelumnya. Ini diperlukan agar ada kepastian bagi orang-orang yang akan
melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari
perbuatannya itu
F. Penutup
1. Kesimpulan

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang berwenang dalam mengadili
dan menyelesaikan hasil sengketa pilkada sesuai pasal 24C (ayat) 1 Undang
Undang Dasar Negara Tahun 1945. Pada sengketa pilkada kota Tangerang Selatan
2020 dengan gugatan No 115/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan pasangan calon
Walikota dan wakil walikota dengan nomor urut 1 yaitu Muhammad — Rahayu
saraswati, mahkamah konstitusi pada putusannya menolak permohonan gugatan
karena dinilai tidak memiliki kedudukkan hukum dan dalil yang di ajukan
pemohon tidak relevan dengan hasil perolehan hasil suara yang sah.

Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan dan implikasi kewenangan
mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa pemilu di kota Tangerang Selatan
sudah sesuai dengan dengan pasal 24C (ayat) 1 UUD 1945 Mahkamah Konstitusi
berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

2. Saran

Mahkamah dalam menerima permohonan sengketa Pilkada haruslah lebih
tegas untuk tetap mengedepankan amanat Undang-Undang (konsep keadilan
prosedural) untuk menghindari penumpukan sengketa yang ada di MK.
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